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Abstract. The failure to prosecute the perpetrators of the Rohingya ethnic genocide crime is the beginning of the
blunting of international law. The Rohingya ethnic group must get their Human Rights (HAM) back, as we know
that Human Rights are basic rights that are inherent from birth by the grace of God and everyone must protect
and respect them. Myanmar has a long history of human rights violations, according to Amnesty International.
Suppression of freedom of expression and violations of human rights against underrepresented ethnic groups
continue. The research used in this study uses normative juridical research methods with a case and legal history
approach. In fact, institutional dogmatism is the result of the failure to protect human rights against ethnic groups.
Rohingya, this study concludes that international law is blunt and only applies if there is a large benefit to the UN
Security Council, the people of a country like Rohingya only suffer from injustice.
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Abstrak. Tidak diadilinya pelaku kejahatan genosida etnis rohingnya adalah awal dari tumpulnya hukum
internasional. Etnis rohingnya haruslah mendapatkan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali, sebagaimana kita
ketahui bahwah Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir atas anugra tuhan dan setiap
orang harus menjaga dan menghormatinya, Myanmar memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia,
menurut Amnesty International. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia
terhadap kelompok etnis yang kurang terwakili terus berlanjut, Penelitian yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, Faktanya,
dogmatisme institusional adalah akibat dari kegagalan perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya,
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Kajian ini menyimpulkan ini hukum internasional tumpul dan hanya berlaku jika terdapat keuntungan yang besar
terhadap DK PBB, masyarakat suatu negara seperti rohingnya hanya mendapatkan penderitaan atas ketidakadilan.
Kata kunci: Myanmar, Rohingnya, Internasional.

LATAR BELAKANG

Tidak diadilinya pelaku kejahatan genosida etnis rohingnya adalah awal dari tumpulnya
hukum internasional (Utama, Mangku, & Yuliartini, 2020). Rohingnya merupakan
permasalahan Hak Asasi Manusia di dunia, permasalahan rohinya belum mendapatkan solusi
hingga kini, etnis rohingnya merupakan etnis muslim di negara Myanmar sebagai negara
dengan mayoritas beragama hindu. Negara Myanmar mengalami konflik terhadap etnis
rohinya selama berpuluh tahun yang menyebakan hilangnya hak warga negara etnis rohingnya
(Thontowi, 2013). Permasalahan etnis rohingnya menjadi perbincangan dunia internasional
hingga saat ini, pembunuhan, pemerkosaan, dan penindasan telah terjadi pada etnis rohingnya,
tindakan diskriminasi dilakukan oleh militer myanmar terhadap etnis rohingnya sejak tahun
1970 dan memuncak pada tahun 2017 dan menjadi pembahasan Persatuan Bangsa-Bangsa

(Yuliantiningsih, 2013).

Myanmar merupakan anggota PBB sejak april 1998, dengan demikian Myanmar
seharusnya mentaati berbagai perjanjian-perjanian internasional mengenai Hak Asasi Manusia
(Devano & Astuti, 2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah tercatat dalam sejarah dan
mengakibatkan kosekuensi hukum, beberapa pemimpin dunia yang dianggap melakukan
pelanggaran Hak Asasi Manusia diantaranya Slobodan Milosevic dinyatakan bersalah
melakukan upaya pembersihan etnis terhadap etnis Bosnia, Kroasia, dan Albania yang tinggal
di Kosovo selama Perang Bosnia pada tahun 1992-1995. Jean Kambanda pemimpian Rwanda
pada tahun 1994 pada upaya genosida dan PBB mengeluarkan mandat untuk menangkapnya,
Selanjutnya yaitu Charles Taylor pemimpin Liberia yang berhasil diadali atas kejahatan

kemanusiaan (Sari, 2018).

Etnis rohingnya haruslah mendapatkan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali,
sebagaimana kita ketahui bahwah Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak
lahir atas anugra tuhan dan setiap orang harus menjaga dan menghormatinya. Pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menjadi pertanyaan publik mengenai
tegaknya peran hukum internasional pada kasus pelanggaran HAM yang di alami oleh etnis
rohingnya (Ahmed lamin, 2021). Pandangan negara mayoritas muslim memandang bahwah
kasus pelanggaran yang dialami oleh masyarakat yang beragama islam cenderung sulit

ditegakan oleh International Criminal Court (Susanti, 2014).
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Pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis rohingnya membuat mereka melakukan
perjalan yang cukup jauh keluar dari Myanmar untuk menghindari konflik, dalam hal perjalan
tersebut tujuan dari etnis rohingnya yaitu Malaysia, Bangladesh dan Indonesia, dalam hal
penegakan hukum ICC hingga saat ini masih belum mengadili pihak yang bersalah terhadap
genosida 740,000 orang etnis rohingnya, belum lagi kepastian hukum pada etnis rohingnya
yang memasuki negara-negara tanpa izin yang membuat kepastian akan hidup mereka semakin

sempit (Arianta, Mangku, & Yuliartini, 2020).

Jika kita mengacu pada Deklarasi Hak Asasi pada tahun 1948, seharusnya berdasarkan
deklarasi tersebut seluruh negara mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan
permintaan maaf dan mengadili pihak yang bersalah atas kasus genosida etnis rohinya (Rasyid,
Prabandari, Chris, & Simanjuntak, 2022). Untuk itu penelitian ini berfokus mengaenai peran
hukum internasional pada etnis rohingnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian
ini mengabarkan fungsi dan peran hukum internasional yang dianggap dapat menangani kasus
pelanggaran pada etnis rohingnya, penelitia ini juga berupaya untuk membandingkan peran

hukum internasional pada etnis rohingnya yang berada pada luar wilayah Myanmar.

Penelitian ini haruslah dilakukan untuk mengambarkan bagaimana pengaruh hukum
internasional pada etnis rohingnya, adapun kepercayaan masyarakat internasional semakin
menurun terhadap PBB dikarenakan ketidakmampuan penegakan keadilan pada etnis
rohingnya yang telah mengalami genosida, apakah hukum nasional dapat membungkam HAM
pada kasus rohingnya, telah banyak etnis rohingnya yang meninggalkan wilyah Myanmar dan

melakukan pernikahan dengan warga lokal tetapi tidak memilkih kejelasan hukum.

KAJIAN TEORITIS

Teori Sistem Hukum Lawrence mendefinisikan bahwah efektifitas dan berhaslnya suatu
penegakan hukum dipengaruhi oleh pada tiga unsur sistem hukum, sistem hukum adalah suatu
aspek satu kesatuan dan elemen yang saling membutuhkan anatar satu dan lainya, adapun 3
unsur sistem hukum yang dimaksud oleh Lawrence yaitu struktur hukum yang merupakan
suatu pranata hukum, selanjtnya yaitu substansi hukum yaitu sebagai seluruh peraturan hukum
yag dihasilkan dari struktur hukum itu sendiri dan terakhir yaitu budaya hukum merupakan
sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan masyarakat dalam memahami hukum (Friedman &

Basuki, 2001).



PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ETNIS ROHINGYA

Teori Hukum Alam menyatakan bawah manusia memilkih hak, nilai moral dan
tunggungjawab yang melekat pada manusia secara menyeluruh dan universal pada manusia,
teori hukum alam mendefenisiskan bawah manusia memilkih hak, nilai moral tanggungjawan
sebagaimana perintan tuhan, dan setiap orang memilikih hak untuk merdeka tanpa mengalami
penindasan apapun, setiap yang dilakukan manusia memilikih kosekuensi tersendiri (Devano

& Astuti, 2024).
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, sumber data yang digunakan
pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, penelitian ini dilakukan mengunakan
beberapa tahapan diantaranya yaitu pengumulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan
data sekunder dari hasil penelitian terdahulu, setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan
ananalisis data, selanjutnya peneliti melakukan pembersihan data yang bertujuan untuk
mendapatkan data yang vailid dan terakhir dilakukan pembersihan data (Sihombing & Haditia,
2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universal Declaration Of Human Right yang disahkan oleh majelis umum PBB di Paris
pada tahun 1948 menjadi dasar HAM Internasional. Myanmar memiliki sejarah panjang
pelanggaran hak asasi manusia, menurut Amnesty International. Penindasan terhadap
kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis yang
kurang terwakili terus berlanjut, Sebuah laporan berkala mengenai kondisi hak asasi manusia
di Myanmar diterbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2011 (Hidayat &
Lathifah, 2022). Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi situasi
mengerikan di negara tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang efektif,
termasuk menolak kewarganegaraan warga etnis minoritas Rohingya. Akibatnya, sejumlah
besar warga sipil Rohingya di Myanmar diklasifikasikan sebagai imigran tidak berdokumen
dan karenanya tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama seperti warga negara

lainnya (Arianta et al., 2020) .

Kelompok lemah, seperti Rohingya, telah mengalami pelanggaran hak yang sangat
parah, termasuk penolakan terhadap hak-hak sipil, pembatasan kebebasan bergerak, eksploitasi

oleh sistem monopoli, pemerasan, pajak yang tidak adil, kerja paksa, penyitaan properti,
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penolakan akses terhadap pendidikan, dan lain-lain. penyiksaan, dan bahkan pembunuhan yang
membuat etnis rohingnya mencari perlindungan pada negara lain seperti Indoensia, Malaysia
dan Banglades (Millenio, 2021). Ketika seseorang dari negara lain mencari perlindungan dari
penganiaya atau bahaya, negara tersebut dapat memberikan suaka sebagai salah satu bentuk
perlindungan (Rasyid et al., 2022). Prinsip non-refoulment, yang berarti diperbolehkannya
tinggal di wilayah negara yang menawarkan perlindungan dan secara umum diperlakukan
sesuai dengan standar kemanusiaan, merupakan salah satu dari beberapa komponen hak atas
suaka Menurut Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951, berdasarkan prinsip nonrefoulement,
tidak ada negara penandatangan yang boleh mendeportasi atau mengirim pengungsi kembali
melintasi perbatasan jika hal tersebut akan membahayakan nyawa atau kebebasan mereka
karena ras, agama, kebangsaan, afiliasi dengan kelompok tertentu. kelompok sosial, atau
keyakinan politik hal ini juga berlaku pada pengungsi rohignya yang berada pad luar wilayah
Myanmar (Simbolon, Sinaga, & Perangin-angin, 2023).

Salah satu standar jus cogens diwakili oleh aturan ini Karena merupakan bagian dari
hukum kebiasaan internasional, yang berlaku bagi semua negara, termasuk negara yang bukan
pihak pada Konvensi 1951 (Hidayat & Lathifah, 2022). Pengungsi adalah status hukum yang
diakui oleh hukum internasional dan/atau domestik. Hak-hak dan kewajibankewajiban yang
ditentukan akan diterima oleh seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi.
Pengungsi didefinisikan oleh Konvensi Pengungsi tentang Status Pengungsi tahun 1951
sebagai: “Orang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena takut akan
penganiayaan berdasarkan ras, kepercayaan, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial
tertentu, atau pandangan politik, dan tidak mampu atau tidak mau mengakses perlindungan
negara tersebut; atau mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar
negara tempat tinggal mereka sebelumnya sebagai akibat langsung dari peristiwa tersebut, dan
tidak mampu atau tidak mau mengakses perlindungan negara tersebut (Hidayat & Lathifah,
2022).

Pernyataan pemerintah Myanmar bahwa etnis Rohingya tidak memiliki status
kewarganegaraan telah menyebabkan mereka menghadapi penganiayaan besar-besaran di
tanah air mereka. Tanpa perlindungan dari negara, mereka telah mengalami banyak sekali
pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan eksodus massal mereka ke negara lain
untuk mencari suaka (Budaya, 2017). Negara-negara termasuk Bangladesh, Malaysia,
Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia, dan Australia telah menerima pengungsi Rohingya

dalam upaya memberi mereka tempat tinggal yang aman merupakan bukti dari pengaruh
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hukum internasional pada etnis rohingnya. Menurut Konvensi Status Pengungsi tahun 1951
dan Protokol tahun 1967, UNHCR sebagai organisasi internasional yang khusus menangani
masalah pengungsi mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau

sekelompok orang memenuhi syarat sebagai pengungsi atau tidak (Pramita & Zahidi, 2023).

Agar hukum pidana internasional dapat dikatakan mempunyai validitas dan legitimasi
dalam penuntutan dan penegakan hukum, kita harus melihat kerangka institusionalnya sejalan
dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam kasus Rohingya, pertanyaannya adalah apakah
kerangka kelembagaan dalam bentuk dan substansinya dapat menghentikan terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi bentuk dan substansi ini, kita perlu melihat
pembunuhan warga sipil Rohingya di Myanmar melalui kacamata kritis (Hidayat & Lathifah,
2022). Ambil contoh, isu bahwa di negara-negara Asia Selatan, yurisdiksi beberapa negara
bertentangan dengan lembaga-lembaga PBB seperti Mahkamah Internasional.Pengadilan
Kriminal Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Ketidaksepakatan
ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang diprakarsai oleh ICJ pada tanggal 23 Januari 2020,
sehubungan dengan Rohingya.(Siba & Qomari’ah, 2018)

Jika inisiatif ini ditinjau berdasarkan poin ICJ, Mayanmar berkewajiban mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk menghindari pembunuhan warga sipil di wilayahnya. Klaim
ini sejalan dengan Pasal II Konvesi Genosida, Sesuai dengan inisiatif ini, Myanmar juga
berkewajiban untuk melakukan kontrol atas militer, masyarakat dan institusinya untuk
menghindari meluasnya pembunuhan warga sipil. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tugas
ini juga mencakup individu dan lembaga yang berada di bawah kendali atau dukungan
langsung pemerintah Myanmar (Utama et al., 2020). Hal ini menimbulkan permasalahan, salah
satunya karena tindakan pencegahan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara maksimal

(Simbolon et al., 2023).

Akuntabilitas memerlukan penghentian mutlak terhadap pelanggaran hak asasi
manusia. Artinya, tuntutan dan kewajiban harus berupa menghindari dan menghentikan semua
pelanggaran hak asasi manusia. Intinya, tidak ada satu pun hal yang tercapai dalam kasus
Rohingya. Oleh karena itu, harus atau dapat diasumsikan bahwa baik pendekatan ICJ maupun
tindakan pencegahan tidak memberikan hasil yang diinginkan bagi masyarakat sipil dan hukum
internasional dalam jangka pendek dan jangka panjang. Namun akuntabilitas dalam pengertian
ini berarti tidak dapat ditawar-tawar, merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dihormati
oleh negara. Dalam analisis konseptual ini, kami dapat mengatakan bahwa pandangan ICJ

terhadap perilaku Myanmar patut dipuji; khususnya keputusan untuk meminta pemerintah
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menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau menghentikan

pelanggaran hak asasi manusia (Utama et al., 2020).

Selain itu, salah satu isu yang menggarisbawahi kasus Myanmar adalah perbedaan
antara pendekatan sistem hukum nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dan
pendekatan ICJ. Perbedaan ini mungkin menjadi alasan utama mengapa keputusan ICJ tidak
dapat diterapkan di Myanmar. Apakah harus ada perbedaan dalam perlindungan atau
penafsiran hak asasi manusia, merupakan keprihatinan yang signifikan dalam pemahaman kita
tentang hubungan antara sistem hukum nasional dan penerapannya. hukum internasional.
Permasalahan ini berujung pada tindakan yang diambil berdasarkan Piagam PBB, Pasal 94 dan
99. Namun tindakan tersebut tidak membuahkan hasil yang substansial karena Tiongkok dan
Rusia memveto tindakan yang diambil Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Veto ini berarti
bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang diambil oleh DK PBB pada awalnya telah
lumpuh (Devano & Astuti, 2024).

Faktanya, dogmatisme institusional adalah akibat dari kegagalan perlindungan hak
asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Misalnya, konsep supremasi hukum sangat bergantung
pada orangorang yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan otoritas mereka dengan cara
yang tepat dan adil. Konsep ini lebih jauh lagi menyatakan bahwa kekuasaan harus dijalankan
dalam kerangka yang ditetapkan dalam masyarakat, yang berarti supremasi hukum mempunyai

kemampuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan (Relations, 2019).

Dalam konsep ideologis, poin ini mungkin masuk akal. Namun, dalam arti praktis, poin
ini berlebihan, sebagian karena umat manusia tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri
dari penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh lingkungan; Hal ini kecuali individu yang
memiliki kemampuan dalam diri mereka untuk berhenti melakukan hal tersebut. diri mereka
sendiri dari terlibat dalam perilaku yang merugikan kebaikan masyarakat. Dalam pandangan
ini, DK PBB tercemar dengan agenda individual dan kurang fokus pada perlindungan hak asasi
manusia serta penegakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, paradoksnya dalam
hal ini adalah membatasi atau membatasi pengambilan keputusan DK PBB sehubungan dengan

perlindungan hak asasi manusia di masa perang (Mahwati & Nanda, 2022).

Pada dasarnya, hal ini dapat menghasilkan pendekatan yang efektif dan efisien dalam
menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa perang. Oleh karena itu, bisa
dibayangkan bahwa keputusan perlindungan hak asasi manusia tidak boleh menjadi perdebatan

atau pertimbangan DK PBB. Konsekuensi dari tidak membatasi kewenangan DK PBB dalam



PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ETNIS ROHINGYA

hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dapat mempersulit dan membahayakan posisi
PBB sebagai organisasi yang sah untuk perdamaian dan keamanan pada dekade-dekade
mendatang. Ambil contoh, kasus Rohingya, di mana veto DK PBB menggagalkan kemampuan
organisasi tersebut untuk menghentikan pembunuhan ribuan warga sipil di Myanmar (Hidayat

& Lathifah, 2022).

Kegagalan ini merupakan proyek perdamaian dan keamanan yang gagal, dan tidak bisa
dianggap remeh. nalar. Hal ini juga dapat berarti bahwa maksud dan tujuan utama PBB saat ini
dan masa depan masih dipertanyakan. Jika isu-isu ini tidak ditangani, ada kemungkinan bahwa
dalam beberapa dekade mendatang PBB tidak akan mampu menjaga perdamaian dan
keamanan dunia yang rapuh ini. Selain itu, tujuan PBB sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan dan juga dalam Pasal 1(1), digambarkan sebagai organisasi yang membutuhkan
pemeliharaan perdamaian dan keamanan global. Pasal ini lebih lanjut menyatakan bahwa
pencapaian perdamaian dan keamanan harus dipahami melalui tanggung jawab kolektif, yang
secara sederhana menyiratkan bahwa organisasi tersebut harus bertindak sebagai satu kesatuan
unit. Kini, dalam perenungan filosofis, persatuan tidak dapat dicapai jika perdamaian dan

keamanan tidak dapat diperlakukan secara setara di seluruh aspek dunia (Thontowi, 2013).

Perlakuan yang tidak setara ini merusak aspek mendasar keberadaan PBB di abad ke-
21 . Meskipun PBB dianggap menyediakan platform bagi hubungan diplomatik, perlu diingat
bahwa tanpa perdamaian dan keamanan tidak akan ada diplomasi. Jangan sampai salah dengan
tugas yang dibebankan oleh Pembukaan Piagam PBB, yang tampaknya menyarankan bahwa
melindungi hak asasi manusia merupakan hal mendasar dalam nilainya. Oleh karena itu, ini
berarti nilai-nilai dan martabat individu harus dilindungi berdasarkan tugas PBB. Ini
komprehensif, pernyataan tersebut, namun hal ini menimbulkan pertanyaan, dimanakah
martabat masyarakat Rohingya? Mungkinkah martabat orang Rohingya tidak terbayangkan?
Jika memang demikian, maka cukuplah untuk menyimpulkan bahwa PBB tidak berguna seperti
singa yang mati.125 Mungkin cukup untuk berasumsi bahwa struktur kelembagaan yang
diciptakan untuk hak asasi manusia internasional tidak sesuai dengan tujuannya dan
memerlukan validasi dalam hal ini. konsepsinya. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap
Muslim Rohingya tidak seharusnya terjadi di bawah pengawasan DK PBB. Dapat juga
disimpulkan bahwa saat ini (Arianta et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN
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PBB tidak berguna seperti singa yang mati. Mungkin cukup untuk berasumsi bahwa
struktur kelembagaan yang diciptakan untuk hak asasi manusia internasional tidak sesuai
dengan tujuannya dan memerlukan validasi dalam hal ini. Konsepsinya tidak dapat diterapkan
oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap Muslim Rohingya tidak
seharusnya terjadi di bawah pengawasan DK PBB. Dapat juga disimpulkan bahwa saat ini
hukum internasional tumpul dan hanya berlaku jika terdapat keuntungan yang besar terhadap
DK PBB, masyarakat suatu negara seperti rohingnya hanya mendapatkan penderitaan atas
ketidakadilan. Saran untuk DK PBB agar segerah memerintahkan ICC untuk mengadili pelaku
kejahatan HAM etnis rohingnya.
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